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bertempat kediaman di, Kabupaten Penajam Paser Utara,
sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut,
bertempat kediaman di, Kecamatan Tanete Rilau Barru, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan dan mendengar Keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di

persidangan.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap
Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari
2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot
dalam Register perkara Nomor 0177/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 12 Februari 2018
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 23 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/1/2009,
tanggal 02 Januari 2009.
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ahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan
rgudat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat

%I di rumah sewaan di Kelurahan Penajam dan kadang kala ke Barru di

Bghwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat
: - Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
4 pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang

disebabkan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak hingga sekarang.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada sejak tahun 2016, yang disebabkan karena belum
dikaruniai keturunan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan memilih tinggal di rumah orangtuanya, selama

pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

7. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan

nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi
mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah

perceraian.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanah Grogot Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
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Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
ggugat (Kurnia alias Kurniah binti Abd Samade).

;‘II r/ \lﬁ

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ai dengan ketentuan yang berlaku.

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang

wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun
dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi
Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang
Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan Penggugat, sementara untuk jawaban Tergugat, karena
ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:
Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/1/2009, tanggal 02 Januari 2009,
dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, telah
dinazegellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian
diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi
1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal di, Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki hubungan
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Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah

orang tua Tergugat di Barru.
I- Bahwa sejak dua tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh

Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan

Tergugat bertengkar mulut, namun dari sikap yang ditunjukkan sangat
jelas terlihat bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak

rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua

tahun yang lalu.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah

saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan

Saksi sendiri.
2. SAKSI Il, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal

di, Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki hubungan sebagai Saudara
Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada

tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah

orang tua Tergugat di Barru.
- Bahwa sejak dua tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh

Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan

Tergugat bertengkar mulut, namun dari sikap yang ditunjukkan sangat

jelas terlihat bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak
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Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah

aIing mengunjungi.
Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat

Jdan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan

Saksi sendiri.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak
dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam
Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup

menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan
secara Islam pada tanggal 23 Desember 2008,, di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser
Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah
menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standy in Yudicio) sehingga memiliki
legal standing dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.) dan perkara a quo
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Pérka an Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
o
'ﬁ\#}/‘t&:ﬁhdiubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

.l-q
. duallrmalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,
o

fra ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

lNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara
a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145
R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan
demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
hadir menghadap ke persidangan secara in persoon sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan
ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian
berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa
dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat

dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga
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enuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang

imbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan

’_,-"' engﬁl ‘

akan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan

ugat terkait perkara perceraiannya, Majelis Hakim memandang perlu

S K

-1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang
istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah
bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Penggugat dan Tergugat
belum di karuniai anak hingga sekarang, akibat perselisihan dan pertengkaran
tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di
persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus
dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg,
namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang ketentuan
substansi pembuktiannya yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan
perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara a quo tetap harus
dibuktikan walaupun dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti-bukti (vide. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan

pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sesuai
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-1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juncto
pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta nikah yang membuktikan
keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa
untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat
adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis
Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau
orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai
perselisihnan dan pertengkarannya dengan Tergugat yang telah terjadi secara terus
menerus, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada
halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah
disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap

peristiwva yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu
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lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309

ingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil

Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada

tanggal 23 Desember 2008.
- bahwa Sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun

2016.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling

mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat

bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan
meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah
pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut
sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini
diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk

bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Majelis telah memberi
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4 Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan

5 'kmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang...”
Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan
Tergugat akan dapat menimbulkan mafsadah bagi kedua pihak, sedangkan
perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga mafsadah
bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, hamun oleh karena
berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang
lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah figh dalam Kitab Ashbah wa

an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

lagas] SBuSL 150 lagaladl crees olnids gosle I5)

Artinya : “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang
paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.
atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah mafsadah
yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan
mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,
apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat

adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu
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di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan
bggian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian
arakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat

kan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi

lrumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram
maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan
demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in
sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama dan dikaitkan dengan surat TUADA ULDILAG
MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 mewajibkan
Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, namun
berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang
merupakan hasil Rapat Pleno Kamar Tahunan Ke-enam Mahkamah Agung
menyatakan bahwa tidak perlu mencantumkan amar putusan tentang perintah
kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat

dilangsungkan dan Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan tersebut.
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'. persidangan, tidak hadir.

.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 M.,
bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1439 H, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Lugman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.l. masing-
masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.
Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
Lugman Hariyadi, S.H. Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.
Drs. Karani Kutni
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pran Rp 30.000,00
=Ad " asi / ATK Rp 50.000,00

dpgpilan Rp 500.000,00
Rp 5.000,00

Rp  6.000,00 +
Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA
Diberikan kepada dan atas permintaan .................
Tanah Grogot, ........cccoevvvevennnnnn.
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i
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